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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

pemerkosaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 

49/Pid.Sus/2019/PN Mdl, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang berkaitan 

dengan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal 

Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl pada dasarnya telah didasarkan pada 

pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, majelis hakim 

memilih dakwaan alternatif kesatu berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menyatakan 

seluruh unsurnya terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, keterangan anak 

korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta Visum et 

Repertum. Hakim juga menyatakan tidak terdapat alasan pembenar maupun 

alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. 

Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan trauma yang dialami korban 

dan kedudukan terdakwa sebagai ayah tiri yang seharusnya memberikan 

perlindungan kepada korban sebagai keadaan yang memberatkan, 

sedangkan belum pernah dihukum dan keterusterangan terdakwa menjadi 

keadaan yang meringankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa 

dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar 

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak 

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Meskipun 

demikian, terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim yang 

menyatakan terbuktinya unsur Pasal 81 ayat (3) mengenai pemaksaan 

persetubuhan terhadap anak dengan amar putusan yang merumuskan 

perbuatan terdakwa sebagai “memaksa anak untuk melakukan perbuatan 
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cabul”. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antara 

dakwaan, pertimbangan hukum, dan amar putusan masih perlu mendapat 

perhatian. 

2. Ditinjau dari hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa secara substantif 

memiliki karakter al-wat’u bi al-ikrah atau al-ightishab, yaitu persetubuhan 

yang dilakukan melalui paksaan tanpa kerelaan korban. Hal tersebut terlihat 

dari penolakan korban, adanya kekerasan dan ancaman, pengulangan 

persetubuhan kurang lebih sepuluh kali, usia korban yang masih 14 (empat 

belas) tahun, luka pada organ genital, serta kedudukan terdakwa sebagai 

ayah tiri korban. Dalam perspektif fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana 

dibebankan kepada terdakwa sebagai pihak yang melakukan pemaksaan, 

sedangkan anak korban tidak dapat diposisikan sebagai pelaku zina karena 

perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa. Perbuatan tersebut 

secara konseptual dapat dikaitkan dengan al-zina bi al-ikrah, tetapi 

penerapan hadd zina tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan 

pembuktian yang ditentukan dalam hukum pidana Islam. Keterangan 

korban, saksi, Visum et Repertum, dan keadaan lain dapat berfungsi sebagai 

qarinah, sedangkan pengakuan terdakwa perlu dinilai berdasarkan 

ketentuan iqrar yang sah. Apabila persyaratan hadd tidak terpenuhi, 

pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak gugur, tetapi dapat 

ditempatkan dalam ruang ‘uqubah ta‘zir yang ditentukan oleh qadi atau ulil 

amri dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan, tingkat 

kesalahan pelaku, kondisi dan dampak terhadap korban, serta kemaslahatan. 

Dalam perspektif maqasid syariah, penjatuhan hukuman juga berkaitan 

dengan perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), keturunan dan 

kehormatan (hifz an-nasl), serta pencegahan terjadinya kemudaratan yang 

lebih besar. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana pemerkosaan terhadap 

anak, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diperlukan kecermatan dan 

konsistensi dalam menghubungkan dakwaan, fakta hukum, pertimbangan 

hukum, dan amar putusan. Dalam perkara tindak pidana seksual terhadap 

anak, hakim juga perlu memberikan perhatian yang memadai terhadap usia 

dan kondisi korban, penggunaan kekerasan atau ancaman, pengulangan 

perbuatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak fisik dan 

psikis yang ditimbulkan. Pertimbangan tersebut penting agar pidana yang 

dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan dan tetap berorientasi 

pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. 

2. Bagi keluarga dan masyarakat, diperlukan peningkatan pengawasan, 

kepedulian, dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan 

seksual. Keluarga perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak serta 

memberikan dukungan kepada korban untuk mengungkapkan dan 

melaporkan kekerasan yang dialaminya. Masyarakat juga diharapkan turut 

menciptakan lingkungan yang melindungi anak serta menghindari stigma, 

diskriminasi, dan tindakan menyalahkan korban. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tindak pidana pemerkosaan 

terhadap anak dapat dikembangkan dengan menggunakan putusan yang 

berbeda maupun pendekatan perbandingan antara hukum pidana positif dan 

hukum pidana Islam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih 

mendalam mengenai konstruksi al-wat’u bi al-ikrah, kedudukan iqrar dan 

qarinah dalam pembuktian pemerkosaan, penerapan ‘uqubah ta‘zir ketika 

hadd tidak dapat ditegakkan, serta perlindungan, pemulihan, dan 

pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan 

kekerasan seksual. 
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LAMPIRAN 

 

Identitas dan ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 

49/Pid.Sus/2019/PN Mdl: 

Nomor Putusan : 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl 

Pengadilan : Pengadilan Negeri Mandailing Natal 

Hakim Ketua : Deny Riswanto, S.H., M.H. 

Hakim Anggota : Galih Rio Purnomo, S.H. 

  Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. 

Panitera Pengganti : Hasanuddin, S.H. 

Penuntut Umum : Nurhayati Pulungan, S.H. 

Perkara : Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pemerkosaan Anak) 

Pelaku : XX 

Korban : XX 

Status Pelaku : Ayah Tiri Korban 

Usia Korban : 14 (empat belas) Tahun 

Tanggal Putusan : 21 Juni 2019 

Dakwan : Alternatif, Majelis Hakim memilih langsung  

Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 

81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Ringkasan Amar : Pelaku bersalah dan Majelis Hakim Mengadili Terdakwa 

XX dengan menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) 

tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, dan 

Majelis Hakim membebankan kepada Terdakwa XX 

membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu 

rupiah) 

 



 

 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Pribadi  

1. Nama   : Nur Aisyah 

2. Tempat/ Tgl Lahir : Barbaran, 10 Agustus 2004 

3. Agama   : Islam  

4. Jenis Kelamin  : Perempuan 

5. Anak Ke  : 2 dari 3 Bersaudara 

6. Alamat   : Barbaran Kec. Panyabungan  

  Barat Kab.Mandailing Natal 

7. Kewarganegaraan  : Indonesia 

8. No. Telepon/Hp  : 081375116136            

9. E-mail   : nuraisyah10082004@gmail.com  

B. Pendidikan 

1. SDN 135 Barbaran 

2. Mtss Islamiyah Barbaran 

3. SMK Negeri 1 Panyabungan 

4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Madina 

C. Identitas Orang Tua 

1. Nama Ayah   : Muhammad Husni Nasution 

2. Agama    : Islam 

3. Alamat    : Barbaran 

4. Nama Ibu  : Halimatussakdiyah 

5. Agama    : Islam 

6. Alamat      : Barbaran 
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